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empirical method with a qualitative approach, primary data were
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I PENDAHULUAN

Konflik mengenai harta warisan merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan
pembagian hak atas harta peninggalan, tetapi juga dapat beririsan dengan hubungan kekeluargaan,
kepemilikan, penguasaan harta, dan administrasi pertanahan(Reyhan & Athallah, 2025). Dalam
praktiknya, sengketa warisan dapat menjadi semakin kompleks ketika salah satu ahli waris menguasai
objek warisan atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara hubungan sosial dalam keluarga dengan status
atau bukti kepemilikan yang diakui secara hukum (Reyhan & Athallah, 2025). Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa konflik waris tidak selalu berhenti pada persoalan siapa yang berhak menerima
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bagian warisan, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan hukum lain ketika muncul tindakan konkret

yang merugikan pihak lain (Nursariani Simatupang, 2025).

Penelitian (Nursariani Simatupang, 2025) menunjukkan bahwa konflik tanah warisan dapat berkembang
menjadi tindakan pidana, termasuk kekerasan yang mengakibatkan luka maupun hilangnya nyawa,
terutama ketika pembagian warisan dilakukan tanpa musyawarah, dianggap tidak adil, atau terdapat ahli
waris yang telah lama menguasai tanah warisan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konflik waris
memiliki kemungkinan mengalami eskalasi ketika persoalan pembagian harta berkelindan dengan
penguasaan objek warisan dan ketidaksepakatan antarahli waris (Nursariani Simatupang, 2025). Dengan
demikian, kajian mengenai konflik waris perlu memperhatikan tidak hanya persoalan hak dan
pembagian harta warisan, tetapi juga dinamika konflik yang muncul akibat ketidakpuasan para pihak
serta tindakan dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh ketika konflik tersebut berlangsung (Salsiah

& Sartika, 2024).

Persoalan penguasaan harta warisan juga telah menjadi perhatian dalam penelitian mengenai sengketa
antara ibu dan anak yang berkaitan dengan dugaan penggelapan harta warisan (Ar-rasheed et al., 2025).
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian warisan, ketidaktahuan mengenai
hak hukum, serta faktor emosional dalam hubungan keluarga dapat memperumit penyelesaian sengketa
warisan (Ar-rasheed et al., 2025). Namun, penelitian tersebut menggunakan putusan pengadilan sebagai

objek kajian, sehingga persoalan yang dianalisis telah berada dalam kerangka sengketa hukum formal.

Konflik waris yang berkaitan dengan tanah dapat muncul ketika salah satu ahli waris melakukan
penjualan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, karena transaksi tersebut berpotensi
menimbulkan sengketa mengenai hak kepemilikan atas objek warisan (Hamidah & Purwaningsih,
2024). Jual beli tanah waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris dapat menimbulkan
persoalan mengenai keabsahan transaksi dan akibat hukum terhadap hak ahli waris (Amran, 2025).
Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara konflik mengenai hak atas warisan
dengan tindakan tertentu yang dilakukan terhadap objek warisan selama konflik berlangsung (Amran,

2025).

Aspek administratif juga menjadi bagian penting dalam konflik harta warisan, khususnya ketika objek
warisan berupa tanah yang memerlukan pembuktian formal mengenai status kepemilikan, peralihan hak,
dan kedudukan para ahli waris, ketidakjelasan dalam proses administrasi tersebut dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi terjadinya sengketa (Hisyam et al., 2025). Penelitian
(Silvia et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan Surat Keterangan Waris yang tidak sah dalam
penerbitan sertipikat dapat menimbulkan sengketa hukum dan persoalan terhadap status sertipikat yang
diterbitkan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dokumen yang digunakan untuk menjelaskan
status ahli waris dan hak atas objek warisan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila terdapat

persoalan mengenai keabsahan atau kebenaran dokumen tersebut (Silvia et al., 2024).
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Persoalan dokumen dalam hubungan hukum mengenai warisan dapat berkembang ke ranah pidana
apabila surat yang digunakan mengandung keterangan yang tidak benar atau dipalsukan dan
penggunaannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Triyunda et al., 2023). Pemalsuan Surat
Keterangan Waris dalam hubungan keluarga melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
434/P1D/2024/PT BDG dan menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tetap dapat menjadi konteks
dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen waris (Azizah & Pratista, 2026).
Dengan demikian, penggunaan atau pembuatan dokumen dalam konflik waris perlu dilihat berdasarkan
fungsi dokumen, cara pembuatannya, serta akibat hukum dari penggunaannya, bukan semata-mata

berdasarkan keberadaan konflik keluarga (Azizah & Pratista, 2026).

Keberadaan konflik waris tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh tindakan yang muncul di
dalamnya sebagai tindak pidana. Suatu sengketa keperdataan dapat memiliki irisan dengan hukum
pidana, sehingga diperlukan pembedaan berdasarkan karakter dan unsur perbuatan yang dilakukan
(Anindita, 2022). Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi penting karena suatu konflik
dapat bermula sebagai sengketa mengenai hak waris, tetapi tindakan tertentu yang dilakukan selama
konflik berlangsung dapat mempunyai karakter hukum yang berbeda dari sengketa pokoknya apabila
memenuhi unsur tindak pidana yang relevan (Triyunda et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa
analisis konflik waris perlu membedakan antara sengketa mengenai hak, tindakan yang berada dalam

ranah keperdataan, dan perbuatan konkret yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai sengketa tanah warisan, penguasaan harta
warisan, transaksi tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris, persoalan dokumen waris, dan pemalsuan
Surat Keterangan Waris (Simatupang & Faisal, 2025; Amran, 2025; Ar-Rasheed et al., 2025; Putri et
al., 2026; Silvia et al., 2026; Azizah & Pratista, 2026). Namun, penelitian-penelitian tersebut pada
umumnya berfokus pada sengketa tertentu, aspek keperdataan, administrasi pertanahan, atau perkara
yang telah masuk dalam proses peradilan, sehingga belum secara khusus menjelaskan bagaimana
konflik waris yang masih berada pada tahap pra-penal dapat diidentifikasi dan diuji berdasarkan unsur
tindak pidana. Kesenjangan tersebut penting karena konflik yang terjadi di tingkat keluarga tidak selalu
langsung dibawa ke sistem peradilan. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian non-litigasi,
seperti musyawarah kekeluargaan dan mediasi, untuk mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan konflik

ke proses peradilan formal (Apryano, Attallah et al., 2024).

Kondisi tersebut ditemukan dalam penelitian empiris yang dilakukan di RT 24 Kelurahan Klegen,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Penelitian ini menemukan empat kasus konflik pembagian harta
waris yang memiliki karakteristik berbeda. Kasus pertama berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian
data dalam akta kematian pewaris yang kemudian digunakan dalam proses perubahan nama Sertifikat
Hak Milik. Kasus kedua berkaitan dengan penguasaan dana pada rekening atas nama pewaris setelah
pewaris meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, terdapat tiga transfer kepada rekening salah satu ahli

waris, yaitu sebesar Rp15.000.000 pada 2 Mei 2026, Rp20.000.000 pada 11 Mei 2026, dan
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Rp15.000.000 pada 31 Mei 2026, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000. Kasus ketiga
berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen yang digunakan dalam transaksi tanah

serta adanya tekanan verbal terhadap ahli waris.

Kasus keempat berkaitan dengan dugaan pencantuman tanda tangan ahli waris dalam Surat Pernyataan
Ahli Waris yang kemudian digunakan untuk menjual sawah. Keempat kasus tersebut memiliki
kesamaan berupa konflik mengenai harta warisan, tetapi menunjukkan mekanisme eskalasi yang
berbeda. Pada kasus pertama, konflik berkembang melalui penggunaan dokumen yang berkaitan dengan
status administratif dan pertanahan. Pada kasus kedua, konflik berkembang melalui penguasaan dan
pemindahan dana dari rekening pewaris. Pada kasus ketiga dan keempat, konflik berkembang melalui

penggunaan dokumen yang tanda tangannya dipersoalkan.

Penelitian ini tidak menempatkan setiap konflik waris sebagai tindak pidana, tetapi menguji tindakan
konkret yang muncul dalam konflik berdasarkan unsur objektif dan subjektif delik yang relevan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar identifikasi potensi tindak pidana tidak didasarkan semata-mata
pada persepsi para pihak mengenai kerugian, melainkan pada kesesuaian antara fakta perbuatan dengan
unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Aspek waktu terjadinya perbuatan juga menjadi
penting karena penelitian ini mencakup kasus yang terjadi pada tahun 2019, 2022, 2024, dan 2026.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku
pada 2 Januari 2026 dan telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu, kasus yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tidak dapat
dianalisis secara langsung menggunakan ketentuan delik dalam KUHP Nasional yang baru berlaku
setelah tanggal tersebut, sedangkan kasus yang terjadi setelah tanggal tersebut harus memperhatikan

hukum pidana yang telah berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pra-penal untuk menganalisis konflik
pembagian harta waris yang memiliki relevansi dengan ranah pidana berdasarkan data empiris
masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang menggunakan putusan pengadilan sebagai titik analisis,
penelitian ini mengkaji konflik yang belum masuk ke proses peradilan pidana dengan menguji tindakan
konkret yang muncul di dalamnya berdasarkan unsur delik yang relevan. Pendekatan ini digunakan
untuk mengidentifikasi batas antara konflik mengenai hak waris dan tindakan yang memiliki potensi
relevansi pidana. Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama, yaitu (1)
penggunaan dokumen, (2) penguasaan harta warisan, dan (3) tekanan terhadap ahli waris yang disertai
tindakan konkret tertentu. Ketiga pola tersebut dianalisis menggunakan matriks uji delik untuk menguji
keterkaitan antara fakta empiris, bukti pendukung, unsur delik, dan hukum yang berlaku pada tempus
delicti. Dengan demikian, penelitian ini tidak memposisikan setiap konflik waris sebagai tindak pidana,
tetapi mengidentifikasi tindakan konkret yang memiliki relevansi untuk diuji berdasarkan hukum

pidana.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik konflik pembagian harta waris yang
memiliki potensi relevansi dengan ranah pidana serta menganalisis kualifikasi yuridis terhadap tindakan
yang muncul dalam konflik tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut,
penelitian ini menjawab dua rumusan masalah bagaimana bentuk dan karakteristik konflik pembagian
harta waris yang berpotensi memiliki relevansi dengan ranah pidana pada masyarakat Kota Madiun dan
bagaimana kualifikasi yuridis terhadap tindakan dalam konflik pembagian harta waris yang berpotensi

memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia.

II. METODOLOGI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis
digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang relevan dengan tindakan yang muncul
dalam konflik pembagian harta waris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh
gambaran mengenai bentuk konflik, kronologi peristiwa, tindakan para pihak, dampak yang dialami,

serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat.
A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis-
empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi dalam
masyarakat (Efendi & Rijadi, 2024), sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis,
tetapi juga sebagai sesuatu yang berinteraksi dengan perilaku dan pengalaman masyarakat (Ali, 2021).
Pendekatan tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji berkaitan
dengan konflik pembagian harta waris yang berkembang menjadi tindakan yang berpotensi memiliki

dimensi pidana (Triyunda et al., 2023).

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang relevan dengan
tindakan yang muncul dalam konflik pembagian harta waris (Efendi & Rijadi, 2024). Sementara itu,
pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk konflik, kronologi
peristiwa, tindakan para pihak, dampak yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh
masyarakat (Irwansyah, 2024). Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian
menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dan konsep hukum yang relevan

(Muhaimin, 2020).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak diarahkan pada pengukuran statistik,
melainkan pada pemahaman terhadap pengalaman, tindakan, persepsi, dan konteks sosial yang
melatarbelakangi munculnya konflik (Amiruddin & Asikin, 2018). Data empiris diperoleh melalui
wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian
hukum empiris, data lapangan perlu ditempatkan dalam hubungan dengan persoalan hukum yang diteliti
sehingga fakta sosial yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja

dalam suatu peristiwa konkret (Irwansyah, 2024).
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Penelitian difokuskan pada fase pra-penal, yaitu kondisi ketika konflik pembagian harta waris telah
menimbulkan dugaan adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak, tetapi belum berkembang
menjadi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan pidana (Muhaimin, 2020).
Fokus tersebut digunakan untuk melihat bagaimana konflik yang semula berkaitan dengan pembagian
atau penguasaan harta warisan dapat berkembang menjadi tindakan konkret yang memiliki karakteristik
perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian menempatkan konflik waris sebagai suatu realitas sosial

yang kemudian dianalisis berdasarkan relevansi ketentuan hukum pidana (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan pidana seseorang. Penelitian hanya
menganalisis apakah tindakan yang dikemukakan oleh informan memiliki karakteristik yang berpotensi
memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2025).
Pembedaan tersebut penting karena penelitian hukum bertujuan menganalisis persoalan hukum
berdasarkan metode ilmiah, sedangkan penentuan kesalahan pidana merupakan bagian dari proses
pembuktian dalam sistem peradilan pidana (Ali, 2021). Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dugaan, indikasi, dan potensi pemenuhan unsur tindak pidana, bukan pernyataan

bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber.
Setiap kasus dianalisis dengan memperhatikan tempus delicti, bentuk perbuatan, objek yang menjadi
sasaran tindakan, maksud atau tujuan tindakan, serta akibat yang ditimbulkan. Penentuan tempus delicti
diperlukan untuk mengidentifikasi waktu terjadinya perbuatan dan menentukan ketentuan hukum pidana
yang relevan pada saat perbuatan tersebut dilakukan (Suyanto, 2026). Selanjutnya, fakta mengenai
tindakan dan akibat yang ditimbulkan dibandingkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang relevan

untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya potensi pemenuhan unsur tindak pidana (Setiyono et al., 2026).

Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian direduksi, dikelompokkan berdasarkan karakteristik
peristiwa, dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang relevan (Irwansyah, 2024). Analisis
dilakukan secara kasus per kasus untuk memperoleh gambaran mengenai pola pergeseran konflik waris
ke ranah pidana. Dengan cara tersebut, penelitian tidak berhenti pada uraian mengenai adanya konflik,
tetapi juga menjelaskan bagaimana konflik pembagian atau penguasaan warisan dapat berkembang

menjadi tindakan konkret yang berpotensi memasuki ranah penal (Amiruddin & Asikin, 2018).
B. Populasi dan Sampel

Penelitian dilaksanakan untuk empat kasus di RT 24, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota
Madiun. Jumlah narasumber untuk empat kasus tersebut adalah 21 orang yang bertempat di rumah
masing-masing informan yang berada di lingkungan RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung atau
pengetahuan informan terhadap konflik pembagian harta waris yang menjadi objek penelitian.
Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan relevansi informan dengan

pertanyaan penelitian dan kemampuan informan memberikan informasi yang diperlukan untuk
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memahami fenomena yang diteliti (Irwansyah, 2024). Penelitian mencakup empat kasus konflik
pembagian harta waris dengan karakteristik berbeda, yaitu dugaan penggunaan dokumen yang
bermasalah, penguasaan dana warisan, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam transaksi tanah, dan
dugaan pemalsuan Surat Pernyataan Ahli Waris. Untuk menjaga kerahasiaan para pihak, identitas
informan, pewaris, ahli waris, nomor rekening, nomor sertifikat, serta informasi pribadi lainnya tidak
dicantumkan dalam penelitian. Masing-masing kasus diberi kode K1, K2, K3, dan K4. Data jumlah

informan dicantumkan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian

Kode Objek Konflik Ahli Saudara yang Jumlah Presentase (%)
Kasus Waris Mengetahui (N=21)

K1 Toko, mobil, kost, SHM 2 2 4 72

K2 Dana rekening pewaris 3 3 6 68

K3 Tanah sawah 2 4 6 63

K4 Tanah dan bangunan 2 3 5 77

Sumber: Data Primer Penelitian, (2026)
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan telaah
dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang mengalami
atau mengetahui secara langsung konflik pembagian harta waris. Wawancara semi-terstruktur
menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tetap memberikan ruang bagi

informan untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan pengetahuannya (Pangaribuan, 2024).

Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak diarahkan untuk memperoleh kesimpulan tertentu
mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. Informan diberikan kesempatan untuk menjelaskan peristiwa
berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya (Efendi & Rijadi, 2024). Wawancara dalam penelitian
hukum empiris digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fakta, pengalaman, dan pandangan
subjek penelitian terhadap persoalan hukum yang diteliti (Irwansyah, 2024). Pelaksanaan wawancara
perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian agar informasi yang diperoleh tetap relevan dengan

permasalahan hukum yang dikaji.

Selain wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap dokumen atau bukti pendukung yang relevan
dengan kasus berdasarkan ketersediaan dan kesediaan informan. Observasi dokumen dilakukan untuk
mengidentifikasi dan mencermati informasi yang berkaitan dengan objek konflik, seperti dokumen
kepemilikan, transaksi, surat, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang tidak dapat diperoleh
atau diverifikasi secara langsung tetap diposisikan sebagai keterangan informan, bukan sebagai fakta

yang telah diverifikasi secara dokumenter (Muhaimin, 2020; Ali, 2021).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal
ilmiah, buku, dan literatur hukum yang relevan dengan hukum pidana, hukum waris, pemalsuan surat,
penggelapan, dokumen kependudukan, pertanahan, serta penyelesaian konflik hukum dalam hubungan

keluarga (Marzuki, 2025). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan landasan
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konseptual yang selanjutnya digunakan dalam menganalisis fakta empiris yang ditemukan di lapangan

(Irwansyah, 2024).
D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan pedoman wawancara semi-
terstruktur digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengumpulan data. Dalam penelitian
kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama karena proses pengumpulan dan interpretasi data
dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan serta pemaknaan terhadap informasi yang
diperoleh dari lapangan (Efendi & Rijadi, 2024). Penggunaan pedoman wawancara membantu peneliti
menjaga arah pengumpulan data agar tetap sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, tanpa membatasi

informan dalam menjelaskan pengalaman dan pengetahuannya (Irwansyah, 2024).

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang relatif seragam dari setiap kasus
sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antarkasus (Muhaimin, 2020). Instrumen wawancara
mencakup aspek pewaris, ahli waris, harta peninggalan, pembagian warisan, kronologi konflik, tindakan
yang dipermasalahkan, dokumen atau bukti yang tersedia, kerugian, upaya penyelesaian, serta hambatan
dalam penyelesaian. Aspek-aspek tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian dan digunakan sebagai

panduan untuk menggali fakta empiris dari masing-masing kasus (Ali, 2021).

Matriks uji delik digunakan sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai instrumen untuk menentukan
kesalahan pidana seseorang, setelah data empiris diperoleh untuk membantu peneliti melakukan
pengujian awal terhadap relevansi fakta dengan unsur tindak pidana pada masing-masing kasus. Dengan
demikian, pedoman wawancara dan observasi dokumen berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data,
sedangkan matriks uji delik berfungsi sebagai alat bantu analisis. Pembedaan tersebut dilakukan untuk
menjaga konsistensi antara instrumen pengumpulan data, desain penelitian yuridis-empiris kualitatif,

dan fokus penelitian pada tahap pra-penal.
E.  Prosedur Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan yuridis melalui thematic analysis untuk mengidentifikasi
pola, kategori, dan tema dari hasil wawancara serta observasi. Analisis dilakukan dengan
mengelompokkan data berdasarkan empat kasus, menyusun kronologi, mengklasifikasikan tindakan
yang dipersoalkan, dan membandingkan fakta empiris dengan unsur tindak pidana yang relevan melalui
matriks uji delik. Analisis mencakup unsur objektif dan subjektif, objek tindak pidana, akibat, serta
tempus delicti, untuk menentukan apakah suatu fakta menunjukkan potensi pemenuhan unsur tindak
pidana atau masih memerlukan informasi lebih lanjut (Efendi & Rijadi, 2024; Irwansyah, 2024;
Marzuki, 2025; Suyanto, 2026). Selanjutnya, keempat kasus dibandingkan untuk mengidentifikasi
persamaan, perbedaan, dan pola pergeseran konflik waris ke ranah pidana. Tabel 2 ini menunjukkan

kategori analitis yang digunakan untuk menilai temuan pada tahap pra-penal. Kategori ini digunakan
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sebagai parameter analitis untuk menjaga perbedaan antara identifikasi potensi tindak pidana pada tahap

pra-penal dan pembuktian tindak pidana dalam proses peradilan.

Tabel 2. Kategori Analitis dan Parameter Penilaian pada Tahap Pra Penal

Kategori

e Parameter Makna dalam Fase Pra-Penal
Analitis

Dapat menjadi dasar pengujian
lebih lanjut; belum cukup untuk
menyimpulkan keterpenuhan
unsur.

Terdapat fakta yang relevan dengan satu atau
Indikasi awal beberapa unsur delik, tetapi bukti pendukung atau
unsur penting masih terbatas.

Terdapat beberapa fakta konkret dan informasi
pendukung yang berhubungan dengan sebagian besar | Hubungan fakta dengan dugaan

Indikasi relatif unsur, serta sebagian informasi dapat diperiksa; delik lebih konkret, tetapi tetap
kuat namun sumber data atau unsur pokok yang belum belum merupakan pembuktian
terverifikasi mencegah kesimpulan pembuktian pidana.
pidana.

Tidak dapat ditarik kesimpulan

Belum Fakta yang tersedia belum cukup menghubungkan . .
. . mengenai potensi pemenuhan
terpenuhi/belum | perbuatan dengan unsur delik atau unsur pokok .. . .
R 2 . unsur sampai informasi atau bukti
dapat dinilai belum dapat diuji secara memadai.

tambahan tersedia.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, khususnya persetujuan
sukarela, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap informan. Persetujuan diperoleh sebelum wawancara
setelah informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data, dan hak untuk
membatasi informasi sensitif. Identitas informan serta data yang dapat mengarah pada identifikasi,
termasuk dokumen pribadi dan informasi keuangan, disamarkan dan hanya digunakan sebatas informasi
yang relevan. Data penelitian dikelola secara terbatas dan tidak disajikan dalam bentuk yang
memungkinkan identifikasi pihak, guna meminimalkan risiko kerugian, stigma, dan eskalasi konflik

keluarga.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembagian harta waris yang ditemukan di RT 24
Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun memiliki karakteristik yang berbeda.
Meskipun seluruh kasus berawal dari persoalan penguasaan, pembagian, atau pemanfaatan harta
peninggalan, bentuk tindakan yang dipersoalkan dalam setiap kasus tidak sama. Perbedaan tersebut
terutama terlihat pada objek harta warisan, hubungan antar-ahli waris, tindakan yang dilakukan,
dokumen yang digunakan, serta upaya penyelesaian yang telah ditempuh. Keempat kasus tersebut dapat
diringkas pada Tabel 3. Ini menunjukkan bahwa keempat konflik waris memiliki karakter tindakan yang
berbeda dan mengarah pada delik yang perlu diuji lebih lanjut. K1 dan K4 berkaitan dengan dugaan
pemalsuan atau penggunaan surat, K2 berkaitan dengan dugaan penggelapan dana pewaris, sedangkan
K3 berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan kemungkinan pemaksaan. Variasi tersebut
menunjukkan bahwa pergeseran konflik waris ke ranah pidana dapat muncul melalui tindakan terhadap

dokumen, harta warisan, maupun hak ahli waris. Namun, pencantuman delik dalam tabel merupakan
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kategori awal untuk pengujian yuridis dan tidak menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah

terpenuhi, karena masing-masing kasus masih memerlukan verifikasi fakta dan pengujian terhadap

unsur deliknya.

Tabel 3. Karakteristik Empat Konflik Waris

Kasus | Objek Tindakan yang Dipersoalkan | Dugaan  Delik  yang | Bukti/Informasi
Konflik Relevan untuk Diuji Pendukung
K1 Toko, Dugaan ketidaksesuaian | Pemalsuan/penggunaan Dokumen dan
mobil, kost, | dokumen kematian dan | surat informasi proses
SHM penggunaannya dalam proses pertanahan
perubahan nama SHM
K2 Dana Pemindahan dana  setelah | Penggelapan Bukti transaksi
rekening pewaris meninggal
pewaris
K3 Tanah Dugaan penggunaan tanda | Pemalsuan  surat  dan | WhatsApp, rekaman,
sawah tangan tanpa persetujuan dan | kemungkinan pemaksaan saksi
tekanan untuk menjual tanah
K4 Tanah dan | Dugaan pencantuman tanda | Pemalsuan/penggunaan Dokumen dan
bangunan tangan dalam Surat Pernyataan | surat keterangan informan
Ahli Waris

Sumber: Data primer penelitian, diolah 2026.

Keempat kasus dianalisis menggunakan matriks uji delik dengan membandingkan fakta empiris dari

wawancara, observasi dokumen, dan informasi pendukung dengan unsur delik yang relevan

(bestanddelen) (Arief, 2024). Matriks ini digunakan untuk membedakan konflik keperdataan mengenai

hak waris dari tindakan konkret yang berpotensi memiliki karakter tindak pidana (Wadjo et al., 2025).

Hasil matriks ini dapat dilihat melalui Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Uji Awal Unsur Delik dan Status Analitis

Kasus | Dugaan Dasar Hukum Fokus Unsur yang Fakta/Bukti Kategori | Tempus Delicti /
Delik Diuji Pendukung Analitis Hukum yang
Berlaku
K1 Pemalsuan/ | Pasal 263 Surat palsu/dipalsukan; | Dokumen terkait Indikasi Sebelum 2
penggunaan | KUHP lama kedudukan surat; proses pertanahan awal Januari 2026 /
surat maksud penggunaan; dan keterangan KUHP lama
dan unsur kesalahan informan mengenai
yang relevan penggunaannya
K2 Penggelapa | Pasal 486 UU Penguasaan dana; dasar | Bukti transaksi dan | Indikasi 2026 / ketentuan
n No. 1 Tahun penguasaan; perbuatan keterangan awal pidana yang
2023 memiliki secara mengenai berlaku pada saat
melawan hukum; dan penguasaan/pemind perbuatan
kesengajaan ahan dana
K3 Pemalsuan | Pasal 263 Keaslian tanda tangan; Dokumen/tanda Indikasi Sebelum 2
surat; KUHP lama dan | penggunaan dokumen; tangan yang relatif Januari 2026 /
dugaan ketentuan kesengajaan; serta dipersoalkan, kuat untuk | KUHP lama dan
pemaksaan | pemaksaan yang | tindakan WhatsApp, dugaan ketentuan yang
diuji relevan memaksa/ancaman rekaman, dan pemalsuan | berlaku sesuai
terpisah keterangan saksi ; dugaan tempus delicti
pemaksaa
n diuji
secara
terpisah
K4 Pemalsuan/ | Pasal 263 Keaslian tanda tangan; Surat Pernyataan Indikasi 2019 / KUHP
penggunaan | KUHP lama kedudukan surat; Ahli Waris, tanda awal lama
surat penggunaan; dan tangan yang
kesengajaan dipersoalkan, dan
keterangan informan

Sumber: Data primer penelitian dan analisis yuridis peneliti, 2026.
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Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian awal terhadap dugaan delik pada masing-masing kasus dengan
membandingkan fakta atau bukti pendukung dengan unsur delik yang relevan serta ketentuan hukum
yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (fempus delicti). K1, K3, dan K4 diuji berdasarkan
ketentuan KUHP lama karena perbuatan yang dianalisis terjadi sebelum 2 Januari 2026, sedangkan K2
diuji berdasarkan Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 karena perbuatan terjadi setelah berlakunya KUHP
Nasional. K1 dan K4 diuji berdasarkan Pasal 263 KUHP lama karena perbuatan terjadi sebelum 2
Januari 2026, sedangkan K2 menggunakan Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku pada saat
perbuatan dilakukan. Pada K3, dugaan pemalsuan dan dugaan pemaksaan diuji secara terpisah sesuai
dengan fakta yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan kategori “indikasi awal”, yang berarti fakta
yang diperoleh memiliki relevansi dengan unsur delik yang diuji, tetapi belum dapat diposisikan sebagai

pemenuhan unsur tindak pidana secara definitif.
Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik waris di RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun tidak selalu berhenti pada perselisihan mengenai pembagian atau penguasaan harta. Pada
kondisi tertentu, konflik berkembang menjadi tindakan yang berpotensi memiliki dimensi pidana.
Pergeseran tersebut terlihat dari tiga pola utama, yaitu penggunaan dokumen, penguasaan harta, dan
tekanan terhadap ahli waris. Penggunaan dokumen terlihat pada K1, K3, dan K4, penguasaan harta pada
K2, sedangkan tekanan terhadap ahli waris ditemukan pada K3. Pola tersebut menunjukkan bahwa
pergeseran konflik waris tidak ditentukan oleh objek waris semata, tetapi oleh tindakan konkret yang

muncul dalam proses penguasaan, pengalihan, atau pemanfaatan harta warisan.

Pada K1, K3, dan K4, dokumen menjadi bagian penting dalam perkembangan konflik. K1 berkaitan
dengan dugaan ketidaksesuaian dokumen kematian dan penggunaannya dalam proses perubahan nama
SHM. K3 berkaitan dengan dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan dalam rencana
penjualan tanah, sedangkan K4 berkaitan dengan dugaan pencantuman tanda tangan dalam Surat
Pernyataan Ahli Waris. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dokumen dapat menjadi instrumen
penting dalam proses penguasaan atau pengalihan harta warisan. Namun, keberadaan dokumen yang
dipersoalkan tidak dengan sendirinya membuktikan pemalsuan. Relevansi pidana tetap bergantung pada
keaslian dokumen atau tanda tangan, kedudukan dan penggunaan dokumen, kesengajaan, serta unsur

lain yang dipersyaratkan oleh delik yang diuji.

Pada K2, konflik berkaitan dengan pemindahan dana dari rekening pewaris setelah pewaris meninggal
dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasaan atau akses terhadap harta warisan sebelum
pembagian dapat menjadi sumber konflik ketika kewenangan dan penggunaan dana dipersoalkan.
Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam matriks uji delik, pemindahan dana tidak secara otomatis
menunjukkan penggelapan. Status kepemilikan dana, dasar penguasaan, kewenangan mengakses atau
memindahkan dana, tujuan penggunaan, serta kesengajaan untuk memiliki secara melawan hukum tetap

perlu diuji.
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K3 menunjukkan karakter yang lebih kompleks karena terdapat dua persoalan yang dianalisis secara
terpisah, yaitu dugaan pemalsuan surat dan dugaan pemaksaan. Hasil pengujian menempatkan dugaan
pemalsuan pada kategori indikasi relatif kuat, berdasarkan adanya dokumen atau tanda tangan yang
dipersoalkan serta dukungan WhatsApp, rekaman, dan keterangan saksi. Pemeriksaan terhadap keaslian
dokumen dan tanda tangan memerlukan penilaian terhadap karakteristik dan pembanding yang relevan,
serta dapat memerlukan pemeriksaan forensik untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat
dipertanggungjawabkan (Fischer et al., 2022). Sementara itu, dugaan pemaksaan tetap memerlukan
pengujian tersendiri terhadap bentuk tindakan memaksa atau ancaman dan unsur delik yang relevan.
Pembedaan tersebut menunjukkan pentingnya memisahkan setiap tindakan konkret dalam satu konflik

agar tidak seluruh rangkaian konflik langsung dikualifikasikan sebagai satu tindak pidana.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai konflik dan pengelolaan
harta warisan. Penelitian (Amran, 2025) misalnya, menyoroti persoalan persetujuan ahli waris dalam
jual beli tanah warisan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan K3 dan K4, khususnya karena
persetujuan ahli waris menjadi bagian dari persoalan dalam proses pengalihan tanah warisan. Penelitian
(Nursariani Simatupang, 2025)menunjukkan bahwa konflik tanah warisan dapat berkembang menjadi
konflik yang lebih kompleks ketika terdapat persoalan pembagian dan penguasaan tanah. Penelitian ini
memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bentuk tindakan yang muncul pada tahap pra-

penal, sebelum konflik berkembang menjadi perkara pidana formal.

Temuan K2 juga memiliki keterkaitan dengan penelitian (Ar-rasheed et al., 2025)mengenai
penggelapan harta waris dalam hubungan keluarga. Kesamaannya terletak pada persoalan penguasaan
atau penggunaan harta warisan oleh salah satu pihak. Perbedaannya, penelitian ini tidak menganalisis
tindak pidana yang telah diputus, tetapi menguji secara awal apakah fakta penguasaan dana memiliki
relevansi dengan unsur penggelapan. Sementara itu, penelitian (Putri et al., 2026) dan penelitian
mengenai sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan waris yang tidak sah menunjukkan
pentingnya keabsahan dokumen dalam pengelolaan harta warisan. Temuan K1 dan K4 memperkuat
persoalan tersebut dengan menempatkannya dalam konteks kemungkinan pergeseran konflik waris

menuju ranah pidana.

Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus pra-penal dan penggunaan matriks
uji delik. Penelitian tidak hanya melihat sengketa waris atau tindak pidana yang telah diproses secara
formal, tetapi menganalisis tahap ketika konflik mulai disertai tindakan yang memiliki relevansi dengan
unsur tindak pidana. Sengketa waris pada dasarnya berkaitan dengan persoalan penentuan ahli waris,
pembagian, dan pengelolaan harta peninggalan (Fardiansyah et al., 2025) Matriks uji delik
memungkinkan setiap tindakan diperiksa berdasarkan fakta, unsur delik, bukti pendukung, dan tempus
delicti. Pendekatan ini membantu membedakan antara konflik mengenai hak waris yang tetap berada
dalam ranah keperdataan dengan tindakan tertentu yang memerlukan pengujian berdasarkan hukum

pidana.

80 | HAKIM - Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 4 No. 4 November 2026



Pergeseran Konflik Waris ke Ranah Pidana Studi Yuridis Empiris...

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran konflik waris ke ranah pidana merupakan
proses yang dipengaruhi oleh munculnya tindakan konkret, bukan semata-mata oleh adanya konflik
waris. Penggunaan dokumen yang dipersoalkan, penguasaan harta, dan tekanan terhadap ahli waris
dapat menjadi titik yang memerlukan pengujian pidana apabila fakta dan unsur deliknya terpenuhi.
Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik sejak tahap awal melalui
keterbukaan informasi mengenai harta warisan, pemeriksaan dokumen, dan mekanisme penyelesaian
yang sesuai. Apabila muncul dugaan tindakan pidana, surat, bukti transaksi, komunikasi, rekaman, dan

keterangan saksi dapat menjadi bahan pendukung untuk pengujian lebih lanjut (Aldyan et al., 2024).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah kasus yang dianalisis, yaitu empat kasus, serta karakter
data yang sebagian diperoleh dari keterangan informan dalam tahap pra-penal. Oleh karena itu, temuan
penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap seluruh konflik waris di Kota Madiun.
Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah kasus dan melibatkan perspektif aparat penegak
hukum, notaris, PPAT, serta instansi pertanahan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai proses pergeseran konflik waris ke ranah pidana.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pembagian harta waris di RT 24 Kelurahan Klegen,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun memiliki karakteristik yang beragam dan dapat memiliki relevansi
dengan ranah pidana ketika disertai tindakan konkret. Berdasarkan empat kasus yang diteliti, ditemukan
tiga pola utama, yaitu penggunaan dokumen, penguasaan harta warisan, dan tekanan terhadap ahli waris.
Dengan demikian, potensi pergeseran ke ranah pidana tidak terletak pada konflik waris itu sendiri,
melainkan pada tindakan konkret yang menyertainya. Hasil matriks uji delik menunjukkan bahwa
tindakan dalam keempat kasus memiliki tingkat relevansi pidana yang berbeda dan belum seluruhnya

dapat diposisikan sebagai pemenuhan unsur tindak pidana.

Pengujian terhadap unsur delik, fakta pendukung, dan tempus delicti menunjukkan pentingnya
membedakan konflik mengenai hak waris yang bersifat keperdataan dari tindakan yang memiliki potensi
memenuhi unsur tindak pidana. Perspektif pra-penal dan matriks uji delik dalam penelitian ini
memberikan kerangka untuk mengidentifikasi titik tersebut sebelum suatu konflik berkembang menjadi
perkara pidana formal. Secara praktis, pencegahan eskalasi konflik dapat dilakukan melalui transparansi
pengelolaan harta warisan, pemeriksaan dokumen, mediasi sejak awal, dan pendokumentasian bukti
apabila terdapat tindakan yang dipersoalkan. Penelitian ini terbatas pada empat kasus dan data pada
tahap pra-penal sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh konflik waris di Kota
Madiun. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah kasus dan melibatkan perspektif aparat

penegak hukum, notaris, PPAT, serta instansi pertanahan.
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